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PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Prliei

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suparji bin Panut, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Desa Kembang Kuning, RT. 005,
Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi
Kalimantan Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik

pada alamat email: arjiaji8@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Wartini binti Sarkawi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kembang
Kuning, RT. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong,

Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tjg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong (Kutipan
Akta Nikah nomor 20/02/111/2003, tanggal 14 Maret 2003);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Desa Kembang
Kuning, RT.002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, selama
pernikahan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai
keturunan dengan 2 orang anak yang bernama:

1. Umi Setiawati, lahir tanggal 27/07/2003 berusia 18 tahun;
2. Yulia Ramadani, lahir tanggal 21/08/2011 berusia 10 tahun, keduanya
dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak 24 Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

a. Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, seperti tidak mau
menyiapkan makan;

b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi
pertengkaran;

c. Termohon sering bersikap dan berkata tidak menghargai ketika
Pemohon memberi nasehat;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran
mulut yang sering dan berkepanjangan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 5 Juli 2020,
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan
hingga sekarang;

7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi
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ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada
PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Suparji bin Panut ) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Wartini binti Sarkawi) di
depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

tidak dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Haruai, Kabupaten Tabalong, Nomor 20/02/111/2003, Tanggal 14
Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Kadis bin Murjono, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Kuning, RT.
002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah bersama di Desa Kembang Kuning hingga mereka
berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon;
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- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu)
kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih
dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak
berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan

Termohon;

Saksi 2, Idaham bin Jamhari, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Kembang

Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah bersama di Desa Kembang Kuning hingga mereka
berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih
dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak
berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Termohon tidak dapat
didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan
Termohon dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk
tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal
49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal
15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain
itu pemanggilan kepada Pemohon serta Termohon, telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke
persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di
muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan
bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata,
sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena
itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai

bukti yang sah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon
berupa P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon
telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena
itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan
mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang- Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun
kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan
tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara
verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2
telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan
Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii Permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah
Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena

itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;
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Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya
keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon mengenai pokok
permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan
dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon hanya mengetahui antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa mengetahui adanya
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa
dari keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut patut diduga adanya indikasi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan
Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal
ini  sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah
rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut di
atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong
sebagaimana tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor
20/02/111/2003, tanggal 14 Maret 2003;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu)
tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan
menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit
untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat
disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk

mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan
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perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan
rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “Bilamana antara
suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus
menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil
menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan
bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan
pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam
hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga
(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05
Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang
bunyinya sebagi berikut:
dan g 5294 aSiy e g gal) 1 9iSeail vl 930 aSuall) (1 aS1 (318 () A4S (pag

19k sl cy Y Al B o)
Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
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rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan
yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak
mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau
petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh
karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu
dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan
lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa
untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaagan Ghaliizha”
(Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk
memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;
Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang
diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah
sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan,
maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116
Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kaedah figiyyah dan diambil alih oleh
Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

laal) Gla e adla dw Wal) ada
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Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap

kemashlahatan”

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim menganggap perlu
mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Bagarah ayat 227 yang

berbunyi; sebagai berikut:
pile pomana Al (M (U ) 5438 g

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak
(istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian
sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon
cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin
kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Suparji bin Panut) untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon (Wartini binti Sarkawi);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Januari Masehi bertepatan
dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mulyadi, Lc.,M.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.l. dan Rizka Arsita Amalia, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I. Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Hakim Anggota

Rizka Arsita Amalia, S.H.
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Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp  180.000,00

- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu ribu rupiah).
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